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Kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak mengarah kepada perbuatan 

kriminal dan juga melanggar peraturan, hal tersebut diperlukan upaya-upaya 

pencegahan agar anak tidak sampai melakukan tindak pidana. Pencegahan 

tersebut tidak semata-mata merupakan masalah hukum yang hanya dilakukan 

melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang (kebijakan 

penal) saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan non penal. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan 

pendekatan kasus dengan meneliti data statistik perkara anak yang ada di 

Kabupaten Pesawaran, pendekatan perbandingan dengan membandingkan 

harmonisasi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pesawaran dalam upaya pencegahan anak sebagai pelaku tindak 

pidana. Metode pengumpulan data dengan penelitian di lapangan dan studi 

kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai kebijakan-

kebijakan non penal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam 

upaya pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana baik yang diatur di dalam 

Peraturan Daerah maupun di luar Peraturan Daerah, dan permasalahan kedua 

Penulis menganalisis harmonisasi kebijakan penal dengan kebijakan non penal 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dapat menyebabkan 

kenaikan dan penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak.  

Saran Penulis kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perlindungan 

Perempuan dan Anak agar mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan 

yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten agar nantinya terjadi 

keseragaman kebijakan serta kebijakan tersebut dapat dilakukan berkelanjutan. 

Selain itu, Penulis juga memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran untuk membuat Perjanjian Kerjasama kepada lembaga-lembaga terkait 

dalam rangka turut serta dan mendukung upaya pemerintah dalam melakukan 

pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana. 
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The mischief committed by a child leads to criminal acts and also violates 

regulations, it is necessary to prevent children from committing criminal acts. 

Prevention is not solely a legal problem that is only carried out through policies 

formulated in the Act (penal policy) alone, but must also be balanced with non-

penal policies. 

This research uses an empirical juridical approach method, using a case approach 

by examining statistical data on child cases in Pesawaran Regency, a comparative 

approach by comparing the harmonization of penal and non-penal policies carried 

out by the Pesawaran Regency Government in an effort to prevent children as 

perpetrators of criminal acts. Data collection methods are field research and 

literature study. The data analysis method used is a descriptive approach. 

This research provides an understanding to readers about the non-penal policies 

carried out by the Pesawaran Regency Government in an effort to prevent children 

as perpetrators of criminal acts both regulated in Regional Regulations and 

outside Regional Regulations, and the second problem the author analyzes the 

harmonization of penal policies with non-penal policies carried out by the 

Pesawaran Regency Government which can cause an increase and decrease in the 

number of crimes committed by children.  

The author's suggested to the Central Government through the Ministry of 

Women and Children Protection to further regulate the policies that must be 

carried out by the Regional / District Government so that later there will be policy 

uniformity and the policy can be carried out sustainably. In the meantime, the 

author also provides advice to the Pesawaran Regency Government to make 

Cooperation Agreements with related institutions in order to participate and 

support government efforts in preventing children as perpetrators of criminal acts. 
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